BABV
PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai

perlindungan konsumen dalam jual beli pre-order bibit tanaman di CV. Pandan

Wangi Flora dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta saran-saran yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tinjauan literatur, dan analisis data yang

telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Prosedur Transaksi Pre-Order Bibit Tanaman

Prosedur transaksi pre-order yang diterapkan oleh CV. Pandan Wangi
Flora melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemesanan,
penumbuhan bibit selama 40-60 hari, hingga pengiriman kepada
konsumen. Dalam proses ini, CV memastikan bahwa spesifikasi bibit,
seperti jenis dan kualitas, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun,
terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman atau
ketidaksesuaian kualitas bibit yang masih perlu diatasi.

Perlindungan Konsumen oleh CV. Pandan Wangi Flora

CV. Pandan Wangi Flora telah menerapkan beberapa bentuk
perlindungan konsumen dalam praktik jual beli pre-order bibit
tanaman. Bentuk perlindungan ini mencakup penggantian bibit yang
rusak akibat kelalaian pihak CV, evaluasi penyebab kerusakan bibit,
serta pengiriman ulang jika terdapat kesalahan dalam jenis bibit yang
dikirim. Praktik ini menunjukkan upaya CV untuk memberikan
pelayanan yang memenuhi harapan konsumen dan menjaga
kepercayaan pelanggan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen
Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen
dalam sistem pre-order bibit tanaman di CV. Pandan Wangi Flora

dapat dikategorikan sebagai akad istishna atau salam. Prinsip-prinsip
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keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam akad ini telah diupayakan
oleh CV, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal
Misalnya, ada kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan spesifikasi
akad, jaminan pengiriman tepat waktu, dan kompensasi yang lebih
sistematis jika terjadi wanprestasi. Sebagian besar praktik yang
dilakukan oleh CV. Pandan Wangi Flora sudah sesuai dengan prinsip
syariah, seperti keadilan dalam transaksi dan tanggung jawab terhadap
konsumen. Namun, untuk mencapai kesesuaian yang lebih sempurna
dengan hukum ekonomi syariah, diperlukan perbaikan dalam
dokumentasi akad, penyediaan informasi produk yang lebih lengkap,

serta penguatan mekanisme pengaduan konsumen

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut:
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5.2.2

Saran Dari Peneliti Untuk Penjual

Diharapkan penjual lebih memperhatikan bagaimana prosedur
transaksi pre-order bibit tanaman agar lebih efisien dan transparan.
Saran peneliti bagi pembeli, untuk pembeli yang melakukan transaksi
pre-order bibit tanaman, Diharapkan sebaiknya lebih teliti dalam
memilih produk dan memahami kebijakan pre-order yang diterapkan
oleh penjual.

Saran Dari Peneliti Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai literasi dan acuan dalam
penulisan karya ilmiah selanjutnya, khususnya dalam bidang
perdagangan (muamalah) dan implementasi hukum ekonomi syariah
dalam transaksi jual beli. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi
akademisi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pre-order
dalam bisnis berbasis syariah, khususnya dalam aspek perlindungan
konsumen dan transparansi transaksi. Dengan penelitian lanjutan,

diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih optimal dalam
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meningkatkan sistem pre-order agar lebih sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi

konsumen serta pelaku usaha.
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